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TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah. Makna dari “dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah” dalam hal ini ialah bahwa pemerintah daerah
dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai bagian yang integral di
dalam satu struktur hierarkis sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Perwujudan amanat konstitusi tersebut
dilaksanakan melalui  penyelenggaraan pemerintahan yang
berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas
pembantuan, sebagai landasan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan
secara demokratis diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan
kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota secara langsung dan satu paket, sejauh ini menggambarkan
fakta empiris bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan
oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan dan mengikuti
Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan
walikota/wakil walikota secara langsung sangat besar juga
berpotensi pada peningkatan korupsi, penurunan efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan eskalasi konflik serta
penurunan partisipasi pemilih.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur Pemilihan gubernur, bupati dan walikota
melalui lembaga perwakilan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menempatkan
mekanisme Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara
demokratis dan menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang
efisien dan efektif dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi.
Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang tersendiri yang
secara komprehensif mengatur pemilihan gubernur, bupati dan
walikota dalam rangka menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota.

Agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan walikota yang memiliki
kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur
akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal
administratif juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui uji
publik yang dilakukan oleh akademisi, tokoh masyarakat dan
komisioner KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan
pemilihan gubernur, bupati dan walikota, lembaga penegak hukum
diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,
Kepolisian berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas Panitia
Pemilihan pada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
memilih gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks
kesatuan hukum nasional, pengaturan penyelesaian pelanggaran
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dan sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan
umum sesuai peraturan perundang-undangan.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Ketentuan persyaratan administratif calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota berlaku
mutatis mutandis terhadap persyaratan
administratif bakal calon gubernur, bakal calon
bupati, dan bakal calon walikota.

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
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Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Peraturan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
yang dibentuk merupakan peraturan tata tertib
pemilihan.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” adalah
KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
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Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.
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Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf g

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik
kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki
ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati
jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf r

Cukup jelas.
Huruf s

Cukup jelas.
Huruf t

Cukup jelas.
Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Dalam hal calon belum memiliki KTP-El/hilang, dapat
melampirkan surat keterangan yang memuat data diri
dari kepala desa atau sebutan lain/lurah yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal calon.

Huruf e
Cukup jelas.
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Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.
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Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Pengorganisasian penyampaian visi dan misi dilakukan oleh
Panlih.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat terbuka untuk umum?”
adalah rapat paripurna istimewa yang dihadiri oleh para
undangan yang berada di ruangan serta masyarakat
umum yang menyaksikan di luar ruangan melalui layar
lebar.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
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Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan

“berhalangan tetap”

No0.5586

dalam

ketentuan ini adalah meninggal dunia atau menderita
sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak
berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter
diketahui keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.

yang berwenang dan/atau tidak
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Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)

Peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib DPRD
ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan setelah terlebih dahulu
dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam hal anggota DPRD tidak dapat memberikan suaranya
dengan cara berdiri karena keterbatasan fisik, maka dapat
dilakukan dengan mengacungkan tangan.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyaksikan secara jelas
penghitungan suara” adalah saksi menyaksikan secara
transparan dan langsung di tempat penghitungan suara.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat (1)
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Serah terima jabatan gubernur dilakukan di ibu kota

provinsi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.

dan serah
dilakukan di ibu kota kabupaten/kota.

jabatan bupati/walikota
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Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
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Huruf n

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik
kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki
ikatan perkawinan dengan petahana atau telah melewati
jeda 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berakhir bersamaan dengan
masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota” adalah
masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota berakhir bersamaan dengan periode masa
jabatan gubernur, bupati, dan walikota.

Jika gubernur, bupati, dan walikota berhenti atau
diberhentikan atau berhalangan tetap sebelum masa
jabatannya berakhir, wakil gubernur, wakil bupati, dan
wakil walikota tetap menjabat sampai dengan akhir
periode masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota atau
sampai diterbitkannya keputusan lebih lanjut terkait
penetapan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
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Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

14


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.
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